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\lenirnbang

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

: a. bahwa dalam rangka pcngarvasan! pengendalian, dan pembinaan program
sludi pada Perguruan linggi Agama Islam NeSeri dan S\{asta perlu
drkeludrkan Keputusan Perpanjrngan l.,in Penlelenggaraan bsgi nrogram
studi yang masa berlakunya telah berakhir;

Mengingar

4.

6.

b.

2.

3.

5.

7.

: l.

bahwa program studi strata satu (S.l) pada Perguruan l inggi Agama lslam
Negeri (PTAIN) telah memenuhi syarat sesuai dengan kelcntuan yang
berlaku untuk diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan;
bahwa berdasarkan perlinlbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b perlu menelapkan Keputusan Direktur Jenderal pendidikan
lslanl tentang pceanjang0n ijin penyelenggaraan program studi slrata satu
(S.1) pada Institut Agama lslam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun
20t2:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sislem pcndidikan
Nasional (Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 200j Nomor 78,
Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik lndonesia Nomor 4301);
Lndang-Undang Nomor 19 Iahun 2008 lenrang Kemcnrcrian Negar:
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor i66.
Taurbahan Lembaran Negara l{epublik Indonesia Nomor 4916)l
Peraluran Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pcngclolaan dan
Penyelenggaraan Pcndidikan (Lembaran Negara Ilepublik lndonesia
]'ahun 2010 Nomor 23, Iambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor il05), sebagaimana tclah diubah dengan peraturan pemcrintah
Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157)r
Peraturan Presiden Nomor 47 I'ahun 2009 teniang pcmbcntukan dan
Organisasi Kementerian Ncgara;
Peraluran Presidcn Nomor 24 Tahun 20 L0 tentang Kqdudukln, ,fLlgas, 

dan
Fun€si Kementorian Negara serta Susunan Organisasi, fugas, dan'lungsi
Esclon I Kementerian Negara, sebagainana telah diLrbah clcnean peratur;n
Prcsiden \omur 67 Tshun 20l0;
Kepulusan Menteri Agama No,nor 394 Tahun 2003 tontang pedoman
Pcndirian Perguruan'l'inggi Agama;
Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 1e01ang pcdoman
Pengawasan, Pengendalian dan pembinaan lrog.am Diptoma.Iarjana Jan
Pascasarjana pada Pcrguruan l'iDggi Agama Islam;



Mcmpcrhatikan

I\lenetapkan

KESATU

KEDUA

8. Keputusan Menleri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agana lslarn;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 38? Tahun 2004 tentang Petunjuk
Pclaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama
Islam:

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 l'ahun 2009 tentang Penetapan

Pembidangan llmu dan Cal.Lr Akadcrnik di Lirrgkungan Perguruan'linggi
Agana;

I l. Pcraturan Menlori Agama Nomor l0 Tahun 2010 tenlarg Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Agama;

llasil l{apat Tim Penilai Proposal Usul Perpanjangan lzin Penyelenggaraan
Program Studi P'l'Al tahap I Tahun 2012 pada langgal 23 - 25 April 2012;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKIUR JDNDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG
PDRPANJAT.\CAN IZIN PIINYELENCCAMAN PROGRAM STUDI
STRATA SATU (S.I) PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH
NURJAI'I CIREBON 1'ATIUN 20I2.

Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan program srudi Tadris IPS
(S,l) pada Institut Agama lslam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2012
untukjangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

Selama masa berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan program studi
tersebul, penyelenggara prodi diharuskan mematuhi aturan-aturan yang
berlaku untuk mencapai standar minimal pelayanan pendidikan sesuai
ketentuan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Program Studi tersebut pada diktum KESATU tidak boleh menyelenggarakan
program pembelajaran di luar kampus induk (kelasjauh/filial).

Program studi yang tclah terakreditasi dapat mengajukan perpanjangan izin
pcnyelenggaraan berikutnya enam bulan sebelum bemllhir masa berlaku izin
penyelenggaraan program studi yang bersangkutan.

Jika dalam masa berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan tersebut,
peryclenggara program sludi tidak memenuhi slandar-slandar scbaqaimana
dimaksud pada diklum KEDUA, Direkroral Jenderal pendidikan Islim akan
mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kepulusan ini mulai berlaku sejak unggal ditetapkan.

Dilctapkan di Jakana
Pada tanggaf 1L Maret 2012
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